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ABSTRAK 

 

PERAN DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA PEKANBARU 

DALAM PEMBINAAN PARIWISATA  SOLUS PER AQUA (SPA) 

MENURUT PERATURAN MENTERI PARIWISATA 

NOMOR 11 TAHUN 2019 

 

Penelitian ini dilatar belakangi dengan Pariwisata yang menjadi 

ketertarikan untuk turis lokal maupun internasional. SPA merupakan sektor 

pariwisata yang menjadi salah satu sumbangsih yang banyak berkembang 

khususnya di Kota Pekanbaru saat ini. Perkembangan yang terjadi sesuai dengan 

berkembangnya Kota Pekanbaru dalam sektor industri. Permalsalahan dalam 

penelitian ini yakni Bagaimana Peranan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 

Pekanbaru terhadap Pembinaan Pariwisata solus per aqua (SPA) menurut 

Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Standar Usaha SPA 

dan, apa saja hambatan terhadap Pembinaan Pariwisata berdasarkan Peraturan 

Menteri Pariwisata Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Standar Usaha SPA, Sifat 

penelitian ini adalah Deskriftif penelitian ini dilakukan di Dinas Kebudayaan dan 

Pariwisata di Daerah Kota pekanbaru. Adapun subjek dalam penelitian ini adalah 

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru. Pemilik Solus Per Aqua 

(SPA) 51 populasi, Peranan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Terhadap 

Pembinaan Pariwisata Solus Per Aqua (Spa) Dikota Pekabaru Menurut Peraturan 

Menteri Pariwisata Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Standar Usaha Spa masih 

belum terlaksana dengan baik karena masih adanya peran dalam bidang sosialisasi 

dan bimbingan teknis penerapan standar usaha spa yang berlum berjalan dengan 

lancar, hasil yang di dapat dalam penelitian ini yakni, Faktor yang mempengaruhi 

Peranan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Terhadap Pembinaan Pariwisata Solus 

Per Aqua (Spa) Dikota Pekabaru Menurut Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 11 

Tahun 2019 Tentang Standar Usaha Spa yaitu karena keadaan dimasa pandemi 

covid-19 yang harus membuat para pengusaha, pemerintah, dan masyarakat yang 

harus menyesuaikan denga gaya hidup baru di masa pandemi covid-19. Anggaran 

yang dibatasi di masa pandemi covid-19 juga menjadi salah satu faktor 

penghambat di masa sekarang ini. Ditambah dengan kurangnya peran masyarakat 

dalam melaporkan pelanggaran yang terjadi di usaha spa dan kurangnya peraturan 

daerah yang mengatur teknis SPA secara detail terkhusus nya untuk daerah 

pekanbaru. 

 

Kata Kunci:  Peranan, Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata , Menteri 

Pariwisata Nomor 11 Tahun 2019. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 
 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pancasila Merupakan Dasar Negara Indonesia, sehingga dapat 

diartikan kesimpulan bahwa pancasila merupakan dasar falsafah dan ideologi 

negara yang diharapkan menjadi pandangan hidup bangsa indonesia, sebagai 

dasar pemersatu, lambang persatuan dan kesatuan, serta bagian pertahanan 

bangsa dan negara Pancasila dalam perjalanan bangsa Indonesia bukan sesuatu 

yang baru, melainkan sudah lama dikenal sebagai bagian dalam nilai-nilai 

budaya kehidupan bangsa Indonesia. Kemudian nilai-nilai tersebut 

dirumuskan sebagai dasar Negara Indonesia. Pancasila digali dan berasal dari 

nilai-nilai pandangan hidup masyarakat Indonesia. Pancasila sebagai dasar 

negara berfungsi sebagai pokok pangkal bagi warga negara Indonesia dalam 

menjalankan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.  

Terdapat lima sila dalam Pancasila, setiap silanya memiliki nilai-nilai 

tersendiri. Nilai-nilai tersebut sekaligus sebagai jiwa dan kepribadian bangsa 

Indonesia. Nilai Pancasila berkembang sebagai nilai dasar dan puncak budaya 

bangsa yang dirumuskan dan ditetapkan melalui pemikiran para tokoh bangsa 

sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Pancasila sebagai dasar negara 

menjadi perjanjian luhur bangsa yang perlu dijunjung tinggi. Bangsa 

Indonesia bertekad untuk menjalankan dan mengatur negara berdasarkan 

Pancasila. Sebagai dasar negara maka Pancasila sekaligus sebagai sumber 

hukum, dalam arti semua hukum yang disusun harus berdasarkan Pancasila, 

termasuk aturan hukum penyelenggaraan negara. Kedudukan Pancasila 
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sebagai dasar negara tertuang dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 

(UUD 1945). 

Berdasarkan Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 

bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Ketentuan pasal tersebut 

merupakan landasan konstitusional bahwa Indonesia adalah negara yang 

berdasarkan atas hukum , hukum ditempatkan sebagai satu -satunya aturan 

main dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara (supremacy of 

law). Indonesia menerima hukum sebagai ideologi untuk menciptakan 

ketertiban, keamanan, keadilan serta kesejahteraan bagi warga negaranya. 

Konsekuensinya adalah bahwa hukum mengikat setiap tindakan yang 

dilakukan oleh warga negara Indonesia. Hukum bisa dilihat sebagai 

perlengkapan masyarakat untuk menciptakan ketertiban dan keteraturan dalam 

kehidupan masyarakat.
1
 R. Djokosutomo, berpendapat : Negara Hukum 

menurut Undang-Undang Dasar 1945 adalah berdasarkan pada kedaulatan 

hukum. Hukumlah yang berdaulat. Negara adalah merupakan subjek hukum, 

dalam arti rechtstaat  (badan hukum republik). karena negara itu dipandang 

sebagai subjek hukum, maka jika ia bersalah dapat dituntut didepan 

pengadilan karena perbuatan melanggar hukum.
2
 

Indonesia memiliki potensi pariwisata yang sangat besar, memiliki 

Kekayaan Budaya, Bahasa Dan Kearifan Local Yang Menarik Serta Beragam. 

Maka, Tidak Heran Jika Indonesia Menjadi Tujuan Wisata Di Dalam Daftar 

                                                 
1
 Prof. Padmo Wahjono, S.H. Indonesia Negara Berdasarkan Atas Hukum. Ghalia 

Indonesia.2011 hlm 29 
2
 Azhary. Negara Hukum Indonesia. UIP,2004. Hlm 3 
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Liburan Para Pariwisata Asing.
3
 Menurut Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 10 Tahun 2009 Kepariwisataan Merupakan Bagian Integral Dari 

Pembangunan Nasional Yang Dilakukan Secara Sistematis, Terencana, 

Terpadu, Berkelanjutan, Dan Bertanggung Jawab Dengan Tetap Memberikan 

Perlindungan Terhadap Nilai-Nilai Agama, Budaya Yang Hidup Dalam 

Masyarakat, Kelestarian Dan Mutu Lingkungan Hidup Serta Kepentingan 

Nasional. Selain itu, pariwisata dalam Undang-Undang Kepariwisataan 

Nomor 10 Tahun 2009 bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, 

meningkatkan kesejahteraan rakyat, menghapus kemiskinan, mengatasi 

pengangguran, melestarikan alam, lingkungan dan sumber daya, memajukan 

kebudayaan, mengangkat citra bangsa, memupuk rasa cinta tanah air, 

memperkukuh jati diri dan kesatuan bangsa dan mempererat persahabatan 

antara bangsa.  

Dengan adanya kunjungan wisatawan baik wisatawan manca negara 

maupun wisatawan lokal akan berpengaruh terhadap kesempatan kerja dan 

pendapatan daerah tujuan wisatawan. Pembangunan Kepariwisataan 

diperlukan untuk mendorong Pemerataan Kesempatan Berusaha Dan 

Memperoleh Manfaat Serta Mampu Menghadapi tantangan perubahan 

kehidupan Lokal, Nasional Dan Global. Pariwisata berasal dari bahasa 

sansekerta, sesungguhnya bukanlah berarti “tourisme” (bahasa belanda) atau 

“tourism” (bahasa inggris). Kata pariwisata menurut pengertian ini, sinonim 

dengan pengertian “tour”. Pendapat ini berdasarkan pemikiran bahwa kata 

                                                 
3
 Hery Sucipto dan Fitria Andayani, Wisata Syariah Karakter, Potensi, Prospek dan 

Tantangannya, (Jakarta: Grafindo Books Media & Wisata Syariah Consulting, 2014), hlm. 36. 
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pariwisata terdiri dari dua suku kata yaitu pari dan wisata. Pari berarti banyak, 

berkali-kali, berputar-putar, lengkap. Wisata berarti perjalanan, berpergian 

yang dalam hal ini sinonim dengan kata trave. Maka dari itu pariwisata dapat 

diartikan sebagai perjalanan yang dilakukan berkali-kali atau berputat-putar, 

dari suatu tempat ke tempat lain.
4
 Sedangkan Kepariwisataan adalah 

keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat Multidimensi 

Serta Multidisiplin Yang Muncul Sebagai Wujud Kebutuhan Setiap orang dan 

negara serta interaksi Antara wisatawan dan masyarakat Setempat, Sesama 

Wisatawan, Pemerintah Daerah Dan Pengusaha.
5
 

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2001 

tentang penjabaran tugas pokok dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. 

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan 

kewenangan otonomi daerah di bidang kebudayaan dan pariwisata.
6
 Dinas 

Kebudayaan dan Pariwisata merupakan unsur pelaksanaan teknis pemerintah 

daerah yang mempunyai tugas pokok membantu Walikota Kepala Daerah 

dibidang pengembangan kebudayaan dan pariwisata daerah dipimpin oleh 

seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada 

Walikota Kepala Daerah. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dituntut untuk 

menerjemahkan segala urusan yang menjadi urusan rumah tangganya ke 

dalam suatu bentuk usaha atau karya nyata yang mampu menunjang 

pembangunan daerah terutama mengenai segala masalah yang berurusan 

dengan kebudayaan dan pariwisata. Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah 

                                                 
4
 Oka A. Yoeti, Pengantar Ilmu Pariwisata, ( bandung : Angkasa, 1996), hlm.112. 

5
 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan 

6
 Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor : 7 Tahun 2001 
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di Kota Pekanbaru telah sepenuhnya mendukung terselenggaranya 

pembangunan daerah. 

Wisata merupakan bagian dari industri pariwisata nasional maupun 

internasional tertuju pada wisatawan yang mengacu pada nilai – nilai, budaya. 

Wisata merupakan bagian dari industri pariwisata nasional maupun 

internasional tertuju pada wisatawan yang mengacu pada nilai – nilai, budaya. 

Kebutuhan individu yang berkaitan erat dengan wisata seperti ketersediaan 

parkiran, adanya panduan arah kiblat pada penginapan, kawasan tanpa 

minuman beralkohol, pemisahan tempat laki – laki dan perempuan pada 

fasilitas kolam renang ataupun spa, dan penyedia jasa layanan transportasi 

yang memudahkan wisatawan untuk mengakses lokasi objek wisata.  

Dengan potensi yang dimiliki Indonesia, semestinya Indonesia bisa 

menjadi negara yang sukses dalam mengembangkan pariwisata. Indonesia 

memiliki reputasi yang positif sebagai negara demokrasi dan negara yang 

toleran dalam beragama. Tetapi pariwisata di Indonesia masih belum bisa 

bersaing dengan negara-negara yang jumlah penduduk mayoritas beragama 

muslim lebih sedikit dibandingkan dengan Indonesia. Industri yang terdiri 

akomodasi, biro perjalanan, restoran, solus per aqua (SPA) serta layanan 

menjadi sorotan oleh banyak negara.
7
 

Majelis Ulama Indonesia disingkat dengan MUI merupakan lembaga 

swadaya masyarakat yang mewadahi para ulama, zu’ama, dan cendikiawan 

Islam di Indonesia untuk membimbing, membina dan mengayomi kaum 

muslimin di seluruh Indonesia. Pemahaman tentang Agama ini makin 

                                                 
7
 Ibid 
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membuat konsumen Muslim menjadi semakin selektif dalam pemilihan 

produk yang dikonsumsi. Khusus di Indonesia, terdapat lembaga yang secara 

khusus bertugas melakukan audit terhadap produk-produk yang dikonsumsi 

oleh konsumen Muslim di Indonesia. Lembaga ini adalah Lembaga 

Pengkajian Pangan, Obat-Obatan  Kosmetika Majelis Ulama Indonesia 

(LPPOMMUI). Majelis Ulama Indonesia Bewewenang melakukan Sertifikasi 

terhadap Produk- Produk Halal.
8
 Sertifikat Halal MUI adalah fatwa tertulis 

Majelis Ulama Indonesia yang menyatakan kehalalan suatu produk sesuai 

dengan syari’at Islam. Sertifikat Halal MUI ini merupakan syarat untuk 

mendapatkan ijin pencantuman label halal pada kemasan produk dari instansi 

pemerintah yang berwenang. 

Pelayanan Kesehatan SPA merupakan upaya kesehatan perorangan, 

dengan pendekatan promotif dan preventif. Pelayanan Kesehatan SPA 

menekankan pada upaya mempertahankan, menjaga dan meningkatkan 

kemampuan tubuh agar tercapai tingkat kesehatan yang optimal. Pelayanan 

Kesehatan SPA terdiri atas: 

1. Pelayanan Kesehatan SPA tradisional 

2. Pelayanan Kesehatan SPA medis (medical SPA). 

Pelayanan Kesehatan SPA meliputi: 

a. Health SPA 

b. Wellness SPA.
9
 

Health SPA dilaksanakan di griya SPA tirta I. Wellness SPA 

dilaksanakan di griya SPA tirta II dan griya SPA tirta III. Berdasarkan manfaat 

                                                 
8
 Ibid 

9
 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun  2014 Tentang 

Pelayanan Kesehatan Spa 
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pelayanan kesehatannya, Griya SPA diklasifikasikan menjadi: 

1. griya SPA tirta I merupakan griya SPA yang menyelenggarakan perawatan 

SPA untuk menghasilkan manfaat Relaksasi. 

2. griya SPA tirta II merupakan griya SPA tirta yang menyelenggarakan 

3. Perawatan SPA untuk menghasilkan manfaat Relaksasi dan Rejuvenasi. 

Griya SPA tirta III merupakan griya SPA yang menyelenggarakan 

perawatan SPA untuk menghasilkan manfaat Relaksasi, Rejuvenasi dan 

Revitalisasi.
10

 

Berdasarkan peraturan Menteri pariwisata no 11 tahun 2019 tentang 

standar Usaha Solus per Aqua dan membahas pembinaan. Dengan demikian 

berdasarkan latar belakang masalah diatas maka dibutuhkan strategi dalam 

mewujudkan Pariwisata di Kota Pekanbaru melalui pengembangan, 

pembinaan dan pemeliharaan yang dilakukan serius oleh Dinas Kebudayaan 

dan Pariwisata yang ada di Kota Pekanbaru. Maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul: “PERANAN DINAS 

KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA TERHADAP PEMBINAAN 

PARIWISATA SOLUS PER AQUA (SPA) DIKOTA PEKABARU 

MENURUT PERATURAN MENTERI PARIWISATA NOMOR 11 

TAHUN 2019 TENTANG STANDAR USAHA SPA” 

 

B. Batasan Masalah 

Untuk menghindari kesalah pahaman dan kekeliruan serta untuk lebih 

terarahnya penelitian ini maka dalam hal ini penulis merasa perlu memberikan 

batasan terhadap permasalahan ini. Maka pembahasan dalam karya ilmiah ini 

                                                 
10

 Ibid 
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difokuskan kepada Pembinaan yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan 

Pariwisata Kota Pekanbaru Terhdap Pariwisata yaitu Solus Per Aqua (SPA) 

berdasarkan peraturan Menteri no 11 Tahun 2019 Tentang Standar Usaha 

SPA. 

 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, dirumuskan permasalahan 

yang akan diangkat untuk dikaji dalam penulisan ini, dengan rumusan masalah 

sebagai berikut 

1. Bagaimana Peranan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Pekanbaru Dalam 

Pembinaan Pariwisata solus per aqua (SPA) menurut Peraturan Menteri 

Pariwisata Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Standar Usaha SPA? 

2. apa saja hambatan Dalam Pembinaan Pariwisata berdasarkan Peraturan 

Menteri Pariwisata Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Standar Usaha SPA? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah, dan rumusan masalah penelitian 

yang penulis paparkan diatas, maka penelitian ini bertujuan: 

1. Untuk mengetahui Peranan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Pekanbaru 

Dalam Pembinaan Pariwisata solus per aqua (SPA) menurut Peraturan 

Menteri Pariwisata Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Standar Usaha SPA 

2. Untuk mengetahui hambatan Dalam Pembinaan Pariwisata berdasarkan 

Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Standar 

Usaha SPA 
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E. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Penelitian ini dapat menjadi tambahan referensi untuk penelitian sejenis 

terkait dengan Pariwisata SPA. 

2. Penelitian ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi 

masyarakat umum mengenai Pariwisata SPA. 

3. Penelitian ini dapat menjadi tambahan  informasi bagi Pengusaha dalam 

pengembangan Potensi Pariwisata SPA. 
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BAB II 

TIJAUAN TEORITIS 

 

A. Profil Kota Pekanbaru 

Nama Pekanbaru dahulunya dikenal dengan nama “Senapelan” yang 

saat itu dipimpin oleh seorang Kepala Suku disebut Batin. Daerah ini terus 

berkembang menjadi kawasan pemukiman baru dan seiring waktu berubah 

menjadi Dusun Payung Sekaki yang terletak di muara Sungai Siak. 

Perkembangan Senapelan sangat erat dengan Kerajaan Siak Sri Indra Pura. 

Semenjak Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah menetap di Senapelan, beliau 

membangun Istana di Kampung Bukit dan diperkirakan Istana tersebut terletak 

disekitar lokasi Mesjid Raya sekarang. Sultan kemudian berinisiatif membuat 

pekan atau pasar di Senapelan namun tidak berkembang. Kemudian usaha 

yang dirintis tersebut dilanjutkan oleh putranya Raja Muda Muhammad Ali 

yang bergelar Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazamsyah meskipun 

lokasi pasar bergeser di sekitar Pelabuhan Pekanbaru sekarang.  

Akhirnya menurut catatan yang dibuat oleh Imam Suhil Siak, 

Senapelan yang kemudian lebih popular disebut Pekanbaru resmi didirikan 

pada tanggal 21 Rajab hari Selasa tahun 1204 H bersamaan dengan 23 Juni 

1784 M oleh Sultan Muhammad Ali Abdul Jalil Muazamsyah dibawah 

pemerintahan Sultan Yahya yang kemudian ditetapkan sebagai hari jadi Kota 

Pekanbaru.Selanjutnya perkembangan tentang pemerintahan di Kota 

Pekanbaru selalu mengalami perubahan: 
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1. SK Kerajaan Bershuit van Inlandsch Zelfbestuur van Siak No. 1 tanggal 19 

Oktober 1919, Pekanbaru bagian dari Kerajaan Siak yang disebut distrik; 

2. Tahun 1932 Pekanbaru masuk wilayah Kampar Kiri dipimpin oleh 

seorang Controleor berkedudukan di Pekanbaru; 

3. Tanggal 8 Maret 1942 Pekanbaru dipimpin oleh seorang Gubernur 

Militer Go Kung, Distrik menjadi GUM yang dikepalai oleh GUNCO; 

4. Ketetapan Gubernur Sumatera di Medan tanggal 17 Mei 1946 No. 

103, Pekanbaru dijadikan daerah otonom yang disebut Haminte atau Kota 

B; 

5. UU No.22 tahun 1948 Kabupaten Pekanbaru diganti dengan Kabupaten 

Kampar, Kota Pekanbaru diberi status Kota Kecil; 

6. UU No.8 tahun 1956 menyempurnakan status Kota Pekanbaru sebagai 

Kota Kecil; 

7. UU No.1 tahun 1957 status Pekanbaru menjadi Kota Praja; 

8. Kepmendagri No. 52/1/44-25 tanggal 20 Januari 1959 Pekanbaru 

menjadi Ibukota Propinsi Riau; 

9. UU No.18 tahun 1965 resmi pemakaian sebutan Kotamadya Pekanbaru; 

10. UU No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah sebutan Kotamadya 

berubah menjadi Kota Pekanbaru; 

Sebelum tahun 1960, Pekanbaru hanyalah kota dengan luas 16 km 

yang kemudian bertambah menjadi 62.96 km dengan 2 kecamatan yaitu 

Kecamatan Senapelan dan Kecamatan Limapuluh. Selanjutnya pada tahun 

1965 bertambah menjadi 6 kecamatan dan tahun 1987 menjadi 8 kecamatan 
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dengan luas wilayah 446.50 km . Dengan meningkatnya kegiatan 

pembangunan menyebabkan meningkatnya kegiatan penduduk disegala bidang 

yang pada akhirnya meningkatkan pula tuntutan dan kebutuhan 

masyarakat terhadap penyediaan fasilitas dan utilitas perkotaan serta 

kebutuhan Lainnya. Berdasarkan peraturan Pemerintah Kota Pekanbaru 

Nomor 02 Tahun 2020 Terjadinya Pemekaran Kecamatan Menjadi 15 yang 

sebelumnya 12. 

Pernyataan visi yang dirumuskan oleh aparat penyelenggara 

pemerintahan Kota Pekanbaru menuju tahun 2021, yaitu “Terwujudnya Kota 

Pekanbaru sebagai Pusat dan Jasa, Pendidikan serta Pusat Kebudayaan 

Melayu, Menuju Masyarakat yang Sejahtera Berlandaskan Iman dan Taqwa”. 

Kota Pekanbaru memiliki slogan yaitu “KOTAKU, KOTAMU DAN KOTA 

KITA BERTUAH”, Kemudian berganti menjadi “PEKANBARU KOTA 

MADANI” dan motto “BERSIH, TERTIB, USAHA BERSAMA, AMAN dan 

HARMONIS”. 

Tabel 2.1 

Nama Kelurahan dirinci menurut Status  

Dan Kecamatan 

11
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Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1987 tanggal 7 

September 1987 Daerah Kota Pekanbaru diperluas dari ± 62,96 Km menjadi ± 

446,50 Km , terdiri dari 8 Kecamatan dan 45 Kelurahan/Desa. Dari 50 

hasil pengukuran / pematokan di lapangan oleh BPN Tk.I Riau maka 

ditetapkan luas wilayah Kota Pekanbaru adalah 632,26 Km . Dengan 

meningkatnya kegiatan pembangunan menyebabkan meningkatnya kegiatan 

penduduk di segala bidang yang pada akhirnya meningkatkan pula tuntutan 

dan kebutuhan masyarakat terhadap penyediaan fasilitas dan utilitas perkotaan 

serta kebutuhan lainnya. Untuk lebih tepatnya tertib pemerintahan dan 

pembinaan wilayah yang cukup luas, maka dibentuklah Kecamatan baru 

dengan Perda Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2020 menjadi 15 Kecamatan 

dan Kelurahan baru dengan Perda Kota Pekanaru Nomor 2 Tahun 2020 

menjadi 83 Kelurahan. Berbatasan dengan daerah Kabupaten/Kota: 

a. Sebelah Utara : Kabupaten Siak dan Kabupaten Kampar 

b. Sebelah Selatan : Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan 

c. Sebelah Timur : Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan 

d. Sebelah Barat : Kabupaten Kampar
12

 

1) Sejarah terbentuknya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota 

Pekanbaru 

Dasar   pembentukan   Dinas   Kebudayaan   dan   Pariwisata   

Kota Pekanbaru adalah peraturan daerah kotamadya daerah tingkat ii 

Pekanbaru nomor 10 tahun 1994, tentang pembentukan,   susunan   
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organisasi   dan   tata kerja dinas kotamadya daerah tingkat ii 

Pekanbaru, ditetapkan pada tanggal 16 november 1994, dengan nama   

dinas   pariwisata   kotamadya daerah tingkat ii Pekanbaru;   pada masa   

walikotamadya   kepala daerah tingkat ii Pekanbaru, H   Oesman   

effendi   apan,   SH.   Dinas   pariwisata   adalah   unsur   pelaksana 

pemerintahan di daerah.   Dinas   pariwisata   dipimpin   oleh   seorang   

kepala dinas yang melaksanakan tugasnya berada dibawah tanggungjawab 

kepada walikotamadya kepala daerah.
13

 

Tahun 2001 mengalami perubahan melalui peraturan daerah Kota 

Pekanbaru 4 tahun 2001, tentang pembentukan, sususan organisasi dan tata 

kerja dinas-dinas di lingkungan pemerintah Kota Pekanbaru dan berubah 

kembali dengan peraturan daerah Kota Pekanbaru 7 tahun 2001, tentang 

perubahan peraturan daerah Kota Pekanbaru 4 tahun 2001, 

pembentukan,susunan organisasi dan tata kerja dinas-dinas di lingkungan 

pemerintah Kota Pekanbaru yang ditetapkan pada tanggal 11 Mei 2001, 

oleh walikota Pekanbaru, Effendi Apan, SH. Selanjutnya pada tahun 2008, 

susunan organisasi, kedudukan dan tugas pokok Dinas Kebudayaan dan 

Pariwisata Kota Pekanbaru mengalami perubahan berdasarkan peraturan 

daerah Kota Pekanbaru nomor 8 tahun 2008, tentang pembentukan 

susunan organisasi, kedudukan dan tugas pokok dinas-dinas dilingkungan 

pemerintah Kota Pekanbaru, yang ditetapkan pada tanggal 31 juli 2008, 

oleh walikota pekanbaru, Drs. H. Herman Abdullah, MM, dengan susunan 

organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru adalah: 
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 Hasil Observasi Penulis di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru 
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1. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru. 

2. Sekretaris 

a. Sub Bagian Kepegawaian, Umum dan Perlengkapan 

b. Sub Bagian Keuangan 

c. Sub Bagian Penyusunan Program 

3. Bidang Pembinaan Seni dan Budaya: 

a. Seksi Kesenian 

b. Seksi Nilai-Nilai Budaya 

c. Seksi Sejarah dan Kepurbakalaan 

4. Bidang Pengembangan Pemasaran: 

a. Seksi Promosi 

b. Seksi Bimbingan Masyarakat 

c. Seksi Informasi dan Dokumentasi 

5. Bidang Pembinaan dan Pengembangan Industri Pariwisata: 

a. Seksi Jasa Pariwisata 

b. Seksi Rekreasi dan Hiburan 

c. Seksi Sarana dan Prasarana Pariwisata 

6. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD). 

7. Kelompok Jabatan Fungsional.
14

 

2) Dinas Kebudayaan dan Pariwista Kota Pekanbaru 

Visi dan Misi Visi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota 

Pekanbaru Visi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru yaitu 
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 Hasil Observasi Penulis di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru. 
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“Pariwisata Unggul Berbasis Budaya Melayu”. Misi Dinas Kebudayaan 

dan Pariwisata Kota Pekanbaru sesuai dengan misi yang dirumuskan 

adalah: 

1. Mengembangkan Daerah Tujuan Wisata yang Berdaya Saing dan 

Berkelanjutan yang Didukung oleh Kebudayaan Melayu sebagai 

Kekayaan dan Kearifan Lokal; 

2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Pariwisata; 

3. Meningkatkan Peran Serta dan Kerjasama Stakeholder; 

4. Melaksanakan Pengembangan   Sapta   Pesona   dan   Wisata   

Syariah. 

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2008 tentang 

pembentukan susunan organisasi, kedudukan dan tugas pokok dinas- dinas 

dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru dinyatakan bahwa tugas pokok 

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah melaksanakan sebagian umum 

Pemerintah Daerah Kota di bidang Kebudayaan dan Pariwisata. 

Tugas dan fungsi dinas tersebut diatur lebih lanjut dalam Peraturan 

Walikota Pekanbaru Nomor 17 tahun 2008 tentang Rincian tugas, fungsi dan 

tata kerja dinas-dinas dilingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru. Dalam 

melaksanakan tugas sebagai mana dimaksud, Dinas Kebudayaaan dan 

Pariwisata Kota Pekanbaru menyelenggarakan fungsi: 

1. Perumusan Kebijakan Teknis di bidang Kebudayaan dan Pariwisata; 

2. Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan Pelayanan Umum dibidang 

Kebudayaan dan Pariwisata; 

3. Pembinaan dan Pelaksanaan tugas dibidang Kebudayaan dan Pariwisata; 
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4. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 

Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Walikota dari Pegawai 

Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah. Sekretaris, 

Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala UPT dan Kepala 

Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Walikota sesuai Peraturan 

Perundang-undangan yang berlaku. Pengangkatan Kepala Dinas, Sekretaris, 

Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepela UPT dan Kepala Jabatan 

Fungsional, perlu diperhatikan persyaratan umum kepangkatan serta 

kecakapan dan kemampuan teknis yang diperlukan untuk kelancaran tugas. 

Sumber-sumber Pembiayaan Dinas dibebankan kepada Anggran Pendapatan 

dan Belanja Daerah, subsidi atau bantuan Pemerintah Pusat dan Bantuan dari 

lembaga lain yang sah diluar Pemerintah Daerah dengan persetujuan Bupati 

sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 

(1) Tujuan 

a. Menjamin adanya konsistensi perencanaan dan pemilihan program dan 

kegiatan prioritas di bidang Kebudayaan dan Pariwisata sesuai dengan 

kebutuhan daerah; 

b. Menjamin komitmen terhadap kesepakatan program dan kegiatan yang 

sudah dibahas secara partisipatif antar semua stakeholders 

pembangunan bidang Kebudayaan dan Pariwisata; 

c. Memperkuat landasan penentuan program dan kegiatan tahunan 

Kebudayaan dan Pariwisata 
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(2) Strategi dan Kebijakan 

Cara mencapai tujuan dan sasaran sebagaimana yang telah 

diuraikan di atas adalah; 

a. Meningkatkan kemampuan sumber daya aparatur Dinas Kebudayaan 

dan Pariwisata Kota Pekanbaru; 

b. Menampung permasalahan di lapangan sebagai bahan masukan dalam 

menyusun perencanaan program dan kegiatan Kebudayaan dan 

Pariwisata; 

c. Melakukan pengamatan dan pengumpulan data di lapangan terkait 

dinamika perkembangan Kebudayaan dan Pariwisata; 

d. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait, baik di tingkat Propinsi 

maupun Pusat; 

e. Bekerjasama dengan tenaga ahli baik dengan perguruan tinggi, 

maupun instansi lainnya, serta para pakar dan konsultan 

(3) Uraian Tugas dan Tanggung jawab 

1. Kepala Dinas 

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai tugas 

membantu Walikota dalam melaksanakan urusan pemerintahan di 

bidang kebudayaan dan pariwisata serta tugas pembantuan lainnya. 

Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam melaksanakan tugas 

sebagaimana dimaksud menyelenggarakan fungsi : 

1. Pelaksanaan kebijakan nasional dan provinsi dan penetapan serta 

pelaksanaan kebijakan Pemerintah Kota Pekanbaru dalam 

pembinaan dan pengembangan kebudayaan dan pariwisata; 
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2. Melakukan pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kebudayan 

dan pariwisata; 

3. Perumusan kebijakan teknis bidang kebudayaan dan pariwisata; 

4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan 

tugas dan fungsinya. 

2. Sekretaris 

Sekretaris mempunyai tugas merencanakan, menyusun, 

merumuskan dan melaksanakan program kerja kesekretariatan 

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sekretaris 

dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud menyelenggarakan 

fungsi : 

1. Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana kerja Dinas 

Kebudayaan dan Pariwisata; 

2. Perencanaan, penyusunan, merumuskan dan melaksanakan serta 

mengkoordinir pelaksanaan program reformasi birokrasi; 

3. Penyelenggaraan kegiatan administrasi umum dan kepegawaian, 

keuangan, penatausahaan aset dan perlengkapan serta penyusunan 

program; 

4. Pelaksanaan tugas mewakili kepala dinas apabila yang 

bersangkutan berhalangan atau tidak berada di tempat; 

5. Pengoordinasian dan pelaksanaan pelayanan dan pengaturan rapat 

dinas, upacara serta keprotokolan; 

6. Pengoordinasian, pembinaan, perumusan laporan tahunan dan 

evaluasi setiap bidang sebagai pertanggugjawaban; 
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7. Pengoordinasian dan pembinaan pemeliharaan kebersihan, 

ketertiban dan keamanan kantor dan lingkungannya, kendaraan 

dinas serta perlengkapan gedung kantor; 

8. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. Sekretariat terdiri dari : 

a. Sub Bagian Umum; 

b. Sub Bagian Keuangan; 

c. Sub Bagian Program. Setiap Sub Bagian sebagaimana 

dimaksud masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub 

Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada 

Sekretaris. 

3. Bidang Pembinaan Seni dan Budaya 

Bidang Pembinaan Seni dan Budaya mempunyai tugas 

membantu sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan sub 

urusan pembinaan seni dan budaya. Bidang Pembinaan Seni dan 

Budaya dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud 

menyelenggarakan fungsi: 

1) Pengoordinasian, pembinaan dan perumusan pelaksanaan 

penggalian, pengembangan dan pelestarian nilai budaya dan 

kesenian daerah; 

2) Pengoordinasian, pembinaan dan perumusan pelaksanaan kegiatan 

kebudayaan dan kesenian dalam rangka peningkatan apresiasi, 

kualitas dan kuantitas, pengayaan serta evaluasi dan seleksi nilai 

budaya dari atau ke mancanegara; 
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3) Pengoordinasian, pembinaan dan perumusan pemberian bantuan 

dan penghargaan dalam mendorong peningkatan, produksi, kreasi, 

kesejahteraan, pemasaran dan penanaman nilai budaya dan 

kesenian di daerah; 

4) Pengoordinasian, pembinaan dan perumusan pemberian perizinan 

mendirikan lembaga/kelompok perorangan kesenian dan 

pemberian nomor induk kesenian di daerah; 

5) Pengoordinasian, pembinaan dan perumusan penetapan dan 

pemungutan retribusi izin mendirikan lembaga/kelompok/ 

perorangan kesenian di daerah; 

6) Pengoordinasian, pembinaan dan perumusan kegiatan koordinasi 

dengan instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya. 

7) Pengoordinasian, pembinaan dan perumusan petunjuk teknis dalam 

kegiatan kesenian dan kebudayaan. 

8) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. Bidang Pembinaan Seni dan Budaya 

terdiri dari : 

a. Seksi Kesenian; 

b. Seksi Nilai-Nilai Budaya; 

c. Seksi Sejarah dan Kepurbakalaan. 

Setiap Seksi sebagaimana dimaksud, masing-masing dipimpin 

oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan 

bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pembinaan Seni dan Budaya. 
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4. Bidang Pengembangan Pemasaran 

Bidang Pengembangan Pemasaran mempunyai tugas 

membantu sebagian tugas Kepala Dinas dalam melaksanakan sub 

urusan pengembangan pemasaran. Bidang Pengembangan Pemasaran 

dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud menyelenggarakan 

fungsi : 

1) Pengoordinasian, pembinaan dan perumusan pelaksanaan tugas 

lain atas petunjuk pimpinan; 

2) Pengoordinasian, pembinaan dan perumusan pelaksanaan 

pemasaran/promosi wisata, informasi dan dokumentasi wisata; 

3) Pengoordinasian, pembinaan dan perumusan pemberian perizinan 

usaha Pariwisata penyebarluasan informasi dan dokumentasi 

wisata; 

4) Pengoordinasian, pembinaan dan perumusan penyusunan petunjuk 

teknis kegiatan usaha pemasaran/promosi wisata, informasi dan 

dokumentasi wisata; 

5) Pengoordinasian, pembinaan dan perumusan kegiatan 

penyelenggaraan pemantauan, pengawasan dan pengendalian 

kegiatan usaha pemasaran/promosi wisata, informasi dan 

dokumentasi wisata; 

6) Pengoordinasian, pembinaan dan perumusan bimbingan dan 

penyuluhan kepada masyarakat serta menyiapkan bahan-bahan dan 

pedoman bidang kepariwisataan; 
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7) Pengoordinasian, pembinaan dan perumusan pelaksanaan tugas 

serta penyiapan bahan petunjuk dan pengolahan data bimbingan 

dan penyuluhan kepada masyarakat; 

8) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. Bidang Pengembangan Pemasaran 

terdiri dari : 

a. Seksi Seksi Promosi; 

b. Seksi Bimbingan Masyarakat; 

c. Seksi Informasi dan Dokumentasi. 

Setiap Seksi sebagaimana dimaksud, masing-masing dipimpin 

oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan 

bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengembangan Pemasaran. 

5. Bidang Pembinaan dan Pengembangan Industri Pariwisata 

Bidang Pembinaan dan Pengembangan Industri Pariwisata 

mempunyai tugas membantu sebagian tugas Kepala Dinas dalam 

melaksanakan sub urusan pembinaan dan pengembangan industri 

pariwisata. Bidang Pembinaan dan Pengembangan Industri Pariwisata 

dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud menyelenggarakan 

fungsi : 

1) Pengoordinasian pengembangan jasa pariwisata, mengawasi dan 

melaksanakan penerbitan izin usaha di bidang kepariwisataan; 

2) Pengoordinasian/memantau dan mengawasi serta mengevaluasi 

kegiatan usaha kepariwisataan dan memantau penetapan retribusi 

izin; 
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3) Pengoordinasian dan perumusan penyusunan tenaga kerja dan 

mengevaluasi kegiatan yang berkaitan dengan pembinaan dan 

pengembangan industri pariwisata; 

4) Pengoordinasian dan perumusan penyusunan dan pengendalian 

kegiatan usaha-usaha kepariwisataan baik teknis maupun non 

teknis; 

5) Pengoordinasian dan mengevaluasi sarana dan prasarana serta 

ketenagakerjaan di bidang pariwisata; 

6) Pelakukan kerjasama dengan pihak swasta/kemitraan dalam 

pengembangan sarana dan prasarana kepariwisataan, PHRI, ASITA 

dan asosiasi lainnya; 

7) Pengoordinasian dan mengevaluasi tentang peningkatan usaha-

usaha di bidang kepariwisataan serta teknis pembinaan dan 

pengembangan industri pariwisata; 

8) Membantu dan pengoordinasian segala sesuatu kegiatan dibidang 

pembinaan dan pengembangan industri pariwisata kepada Kepala 

Dinas dan Pemerintah Kota Pekanbaru; 

9) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. Bidang Pembinaan dan 

Pengembangan Industri Pariwisata terdiri dari : 

a. Seksi Jasa Pariwisata; 

b. Seksi Rekreasi dan Hiburan; 

c. Seksi Sarana dan Prasarana. 
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Setiap Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-

masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan 

bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pembinaan dan 

Pengembangan Industri Pariwisata. 

6. Bidang Pengkajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 

Kepariwisataan Bidang Pengkajian dan Pengembangan Sumber 

Daya Manusia Kepariwisataan mempunyai tugas membantu sebagian 

tugas  Kepala Dinas dalam melaksanakan sub urusan pengkajian dan 

pengembangan sumber daya manusia kepariwisataan. Bidang 

Pengkajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kepariwisataan 

dalam  melaksanakan tugas sebagaimana  dimaksud pada ayat (1) 

menyelenggarakan fungsi : 

1) Pengoordinasian penyelenggaraan pendataan dan pengkajian, 

kelembagaan serta pembinaan sumber daya manusia 

kepariwisataan. 

2) Pengoordinasian dan perumusan petunjuk teknis kegiatan 

pendataan dan pengkajian, kelembagaan serta pembinaan sumber 

daya manusia kepariwisataan. 

3) Pengoordinasian pengembangan, pendataan dan pengkajian, 

kelembagaan serta pembinaan sumber daya manusia 

kepariwisataan. 

4) Pengoordinasian, pengevaluasian, pendataan dan pengkajian, 

kelembagaan serta pembinaan sumber daya manusia 

kepariwisataan. 
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5) Pelaksanaan kerjasama dengan pihak swasta/kemitraan dalam 

pengembangan pendataan dan pengkajian, kelembagaan serta 

pembinaan sumber daya manusia kepariwisataan. 

6) Pengoordinasian dan merumuskan kegiatan pembinaan Bidang 

Pengkajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 

Kepariwisataan kepada Kepala Dinas dan Pemerintah Kota 

Pekanbaru. 

7) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai 

dengan tugas dan fungsinya. Bidang Pengkajian dan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kepariwisataan terdiri dari : 

a. Seksi Data dan Pengkajian; 

b. Seksi Kelembagaan; 

c. Seksi Pembinaan Sumber Daya Manusia. 

Setiap Seksi sebagaimana dimaksud, masing-masing dipimpin 

oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan 

bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengkajian dan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kepariwisataan. Bagan 

Susunan Organisasi Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota 

Pekanbaru 

 

  



27 

 

 

Tabel 4.2 

 
15 

3) Sejarah SPA 

Pengertian SPA (SOLUS PER AQUA) berasal dari kota SPA di 

Belgia, secara tradisional digunakan untuk menunjuk sebuah tempat di 

mana udara yang diyakini memiliki sifat-sifat yang terkandung. Spa 

biasanya adalah sebuah pemandian air panas atau mineral. Dari asal kata 

SPA (Solus Per Aqua) yang berasal dari bahasa latin memiliki arti Solus 

(pengobatan/perawatan), Per (dengan), Aqua (air). Sehingga SPA berarti 

suatu sistem penyembuhan dengan menggunakan udara.
16

 

Perawatan Spa telah dikenal sejak lama di Indonesia. Dengan 

adanya adat istiadat atau tradisi yang sudah dilakukan sejak dahulu baik 

dilakukan dalam masyarakat maupun di lingkungan keraton. Dengan 

diketemukannya peninggalan- peninggalan bersejarah seperti candi-candi, 

kerajaan-kerajaan dan lain-lain, pada relief Borobudur terdapat gambaran 

perawatan yang menceritakan kebiasaan para raja dan ratu melakukan 

ritual perawatan yang merupakan bukti sejarah yang nyata dari adat 

                                                 
15

 Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2008 
16

 https://ihcacenter.com/pengertian-spa-dan-manfaat 
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istiadat, tradisi budaya Indonesia. Seperti juga candi Prambanan, 

pemandian Jalatunda, kolam segaran, pemandian Taman Sari, pemandian 

Umbul Pengging dan beberapa peninggalan lainnya. Ritual memandikan 

bayi, dadah bayi, ritual perawatan pra nikah misalnya di Jawa: pingitan, 

rasulan (kirim doa), resepsi, ngunduh mantu, pijat asmaragama (hubungan 

suami istri agar harmonis), bengkung jawa (setelah melahirkan), 

selapanan, tedhak sinten,dll. Dari situlah muncul berbagai jenis menu 

perawatan spa dengan tujuan untuk keseimbangan jiwa, raga, sukma, 

sehingga terbentuk pribadi yang selaras, seimbang dan serasi sebagai 

manusia yang seutuhnya, sehat fisik, jiwa dan sosial.
17

 Berdasarkan 

manfaat pelayanan Griya SPA diklasifikasikan menjadi: 

a. Griya SPA tirta I; 

1. Pelayanan tamu sebelum perawatan, meliputi: 

a. penyambutan kedatangan tamu; 

b. pendaftaran tamu; 

c. pemberian informasi tentang produk dan layanan Spa yang 

disediakan; 

d. pemberian konsultasi perawatan Spa, meliputi identifikasi 

kebutuhan tamu untuk perawatan Spa, metode perawatan Spa, 

dan bahan yang digunakan untuk perawatan Spa. 

2. Pelayanan selama perawatan Spa, meliputi: 

a. terapi air (air therapy); 

                                                 
17

 Lailatul Fitria D.A. 2011. Spa Sebagai Daya Dukung Wisata Kesehatandi Solo (Taman 

Sari Royal Heritage Spa). Hlm. 1 
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b. terapi aroma (aroma therapy); 

c. terapi pijat (massage); 

d. terapi rempah (herbal therapy); 

e. kaki (foot Spa) dan tangan (hand Spa). 

3. Pelayanan pasca perawatan Spa, meliputi: 

a. konfirmasi perawatan yang telah diberikan; 

b. pemberian saran untuk perawatan di rumah; 

c. pemberian saran untuk perawatan lanjutan. 

4. Pelayanan minuman ringan yang sehat, sesuai dengan persyaratan 

hygiene sanitasi. 

5. Pembayaran tunai dan/atau nontunai. 

6. Keselamatan dan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K). 

7. Penanganan keluhan tamu. 

b. griya SPA tirta II; 

1. Pelayanan tamu sebelum perawatan, meliputi: 

a. Penyambutan kedatangan tamu; 

b. Pendaftaran tamu; 

c. Pemberian informasi tentang produk dan layanan spa yang 

disediakan; 

d. Pemberian konsultasi perawatan spa meliputi identifikasi 

kebutuhan tamu untuk perawatan spa, jenis perawatan spa, 

metode perawatan spa, dan bahan yang digunakan. 

2. Pelayanan selama perawatan Spa, meliputi: 

a. Terapi air (hydro therapy); 
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b. Terapi aroma (aroma therapy); 

c. Terapi pijat (massage); 

d. Terapi rempah (herbal therapy); 

e. Kaki (foot spa) dan tangan (hand spa); 

f. Rambut dan kulit kepala 

g. (hair and scalp spa); 

h. Wajah (facial spa); 

i. Terapi panas (thermal therapy). 

3. Pelayanan pasca perawatan Spa, meliputi: 

a. Konfirmasi perawatan yang telah diberikan; 

b. Pemberian saran untuk perawatan di rumah; 

c. Pemberian saran untuk perawatan lanjutan 

4. Pelayanan minuman ringan yang sehat, sesuai dengan persyaratan 

hygiene sanitasi. 

5. Pembayaran tunai dan/atau nontunai. 

6. Keselamatan dan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K). 

7. Keamanan oleh satuan pengaman. 

8. Penanganan keluhan tamu. 

c. Griya SPA tirta III 

1. Pelayanan tamu sebelum perawatan, meliputi: 

a. Penyambutan kedatangan tamu; 

b. Pendaftaran tamu; 

c. Pemberian informasi tentang produk dan layanan spa yang 

disediakan; 
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d. Pemberian konsultasi perawatan spa meliputi identifikasi 

kebutuhan tamu untuk perawatan spa, jenis perawatan 

e. Pemberian informasi dan konsultasi perawatan spa 

f. Spa, metode perawatan spa, dan bahan yang digunakan untuk 

perawatan Spa. 

2. Pelayanan selama perawatan Spa, meliputi: 

a. Terapi air (hydro therapy); 

b. Terapi aroma (aroma theraphy); 

c. Terapi pijat (massage); 

d. Terapi rempah (herbal therapy); 

e. Kaki (foot spa) dan tangan (hand spa); 

f. Rambut dan kulit kepala (hair and scalp spa); 

g. Wajah (facial spa); 

h. Terapi panas (thermal therapy); 

i. Olah fisik. 

3. Pelayanan sesudah perawatan Spa, meliputi: 

a. Konfirmasi perawatan yang telah diberikan; 

b. Pemberian saran untuk perawatan di rumah; 

c. Pemberian saran untuk perawatan lanjutan. 

4. Pelayanan minuman ringan yang sehat, sesuai dengan 

persyaratan hygiene sanitasi. 

5. Pembayaran tunai dan/atau nontunai. 

6. Keselamatan dan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K). 

7. Keamanan oleh satuan pengaman. 

8. Penanganan keluhan tamu. 
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Persyaratan administrasi Tanda Daftar Usaha Pariwisata meliputi : 

a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP); 

b. Fotokopi akta pendirian badan usaha; 

c. Fotokopi STPT dan/atau SIP tenaga yang akan memberikan pelayanan; 

d. Fotokopi dokumen lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan daerah 

setempat; 

e. Fotokopi izin lokasi sesuai ketentuan peraturan yang dikeluarkan oleh 

peraturan pemerintah daerah masing-masing; 

f. Fotokopi profil griya SPA yang meliputi pengorganisasian, lokasi, dan 

klasifikasi Griya SPA; 

g. Mengisi daftar assessment yang disediakan.
18

 

Sedangkan Setiap terapis SPA harus memiliki STPT yang diterbitkan 

oleh Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota disertai dengan persyaratan yang 

meliputi: 

a. Biodata terapis, menggunakan contoh Formulir 2 sebagaimana terlampir; 

b. Fotokopi KTP; 

c. Rekomendasi dari asosiasi SPA yang berbadan hukum berdasarkan 

kualifikasi Kerja Nasional Indonesia; 

d. Fotokopi sertifikat/ijazah kompetensi terapis yang diterbitkan oleh 

Lembaga Sertifikasi kompetensi (LSK) dan atau Lembaga Sertifikasi 

Profesi (LSP); 

e. Surat pengantar Puskesmas setempat; 

                                                 
18

 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang 

Pelayanan Kesehatan Spa 
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f. Pas foto ukuran 4x6 cm sebanyak 2 (dua) lembar; 

g. Izin teknis dari tempat bekerja atau rencana tempat kerja
19

 

Hak dan Kewajiban 

Setiap penyelenggara Pelayanan Kesehatan SPA mempunyai 

kewajiban : 

a. Membuat papan nama Griya SPA; 

b. Memberikan informasi yang benar mengenai Pelayanan Kesehatan SPA 

yang diberikan; 

c. Memberikan pelayanan yang aman dan bermanfaat sesuai dengan standar 

Pelayanan Kesehatan SPA, standar pendidikan dan standar prosedur 

operasional (SPO) yang ditetapkan; 

d. Melakukan kewaspadaan umum (universal precaution) dengan 

menggunakan alat yang steril; 

e. Mampu melaporkan kondisi kontraindikasi klien yang meliputi perubahan 

suhu tubuh, gangguan pernafasan, dan reaksi alergi saat perawatan kepada 

penyelia/supervisor; 

f. Mencatat setiap klien yang berkunjung ke Griya SPA di buku registrasi 

kunjungan klien; 

g. Melaporkan rekapitulasi hasil kegiatan setiap 3 (tiga) bulan kepada Dinas 

Kesehatan Kabupaten/ Kota, dengan menggunakan contoh formulir 4 

sebagaimana terlampir. 
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Setiap pemberi Pelayanan Kesehatan SPA mempunyai hak: 

1. Memperoleh imbalan atas jasa yang diberikan; 

2. Mempromosikan pelayanan kesehatan spa yang ada dalam fasilitas sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 

3. Mengembangkan kemampuan dalam meningkatkan mutu pelayanan 

kesehatan spa; 

4. Menolak keinginan klien bila bertentangan dengan standar Pelayanan 

Kesehatan SPA dan norma yang berlaku. 

 

B. Pengertian Peran 

Peran berarti laku, bertindak dan dalam kamus besar bahasa Indonesia 

peran ialah pemain, lako yang dimainkan.
20

 Dengan demikian peran berarti 

perangkat tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh orang yang 

berkedudukan di masyarakat. Peran secara umum adalah kehadiran di dalam 

menentukan suatu proses keberlangsungan. Peran diartikan sebagai perangkat 

tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan di 

masyarakat. Kedudukan dalam hal ini diharapkan sebagai posisi tertentu di 

dalam masyarakat yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah.  

Kedudukan adalah suatu wadah yang isinya adalah hak dan kewajiban 

tertentu, sedangkan hak dan kewajiban tersebut dapat dikatakan sebagai peran. 

Seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu dapat dikatakan sebagai 

pemegang pemegang peran (role accupant). Suatu hak sebenarnya 

                                                 
20

 Sulkan Yasin dan Sunarto Hapsoyo. 2017. Kamus Bahasa Indonesia. Surabaya: Mekar, 

halaman 376. 
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merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban 

adalah beben atau tugas. Secara sosiologis peranan adalah aspek dinamis yang 

berupa tindakan atau perilaku yang dilaksanakan oleh seseorang yang 

menempati atau memangku suatu posisi dan melaksanakan hak- hak dan 

kewajiban sesuaian dengan kedudukannya. Seseorang yang menjalankan 

peran tersebut dengan baik, dengan sendirinya akan berharap bahwa apa yang 

dijalankan sesuai dengan keinginan diri lingkungannya. 

Menurut Soejono Soekanto menjelaskan pengertian peranan 

merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melakukan 

hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu 

peranan. Perbedaan antara kedudukan dan peranan adalah untuk kepentingan 

ilmu pengetahuan. Keduanya tak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu 

tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Tidak ada peranan tanpa kedudukan 

atau kedudukan tanpa peranan. Sebagaimana dengan kedudukan, peranan juga 

mempunyai dua arti. Setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang 

berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal itu sekaligus berarti bahwa 

peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta 

kesempatankesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya.
21

 

Peranan merupakan dinamisasi dari statis ataupun penggunaan dari pihak dan 

kewajiban atau disebut subyektif. Peran dimaknai sebagai tugas atau 

pemberian tugas kepada seseorang atau sekumpulan orang. Peranan memiliki 

aspek-aspek sebagai berikut: 
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1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau 

tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan 

rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan 

masyarakat. 

2. Peranan adalah suatu konsep perihal apa yang dapat dilakukan oleh 

individu dalam masyarakat sebagai organisasi. 

3. Peranan juga dapat diartikan sebagai perilaku individu yang penting bagi 

struktur sosial masyarakat.
22

 Jenis-jenis peran adalah sebagai berikut 

a. Peranan normatif adalah peran yang dilakukan seseorang atau lembaga 

yang didasarkan pada seperangkat norma yang berlaku dalam 

kehidupan masyarakat. 

b. Peranan ideal adalah peranan yang dilakukan oleh seseorang atau 

lembaga yang didasarkan pada nilai-nilai ideal atau yang seharusnya 

dilakukan sesuai dengan kedudukanya di dalam suatu sistem. 

c. Peranan faktual adalah peranan yang dilakukan seseorang atau 

lembaga yang didasarkan pada kenyataan secara kongkrit di lapangan 

atau kehidupan sosial yang terjadi secara nyata.
23

 Berdasarkan 

pengertian peranan, maka dapat diketahui bahwa peranan adalah suatu 

rangkaian prilaku yang teratur, yang ditimbulkan karena suatu jabatan 

tertentu, atau karena adanya suatu kantor yang mudah dikenal. 

Kepribadian seseorang barangkali juga amat mempengaruhi 

bagaimana peranan harus dijalankan. Peranan timbul karena seseorang 

                                                 
22

 Ibid., halaman 242. 
23
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memahami bahwa ia bekerja tidak sendirian. Mempunyai lingkungan, 

yang setiap saat diperlukan untuk berinteraksi. Lingkungan itu luas dan 

beraneka macam, dan masing-masing akan mempunyai lingkungan 

yang berlainan. 

 

C. Pengertian Pola Pembinaan 

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, pola berarti gambar, contoh 

dan model.
24

 Adapun pembinaan adalah usaha tindakan dan kegiatan yang 

dilakukan secara berdaya guna untuk memperoleh hasil yang baik. 

Menurut Arifin pembinaan yaitun usaha manusia secara sadar untuk 

membimbing dan mengarahkan kepribadian serta kemampuan anak, baik 

dalam pendidikan formal maupun non formal.
25

 Pembinaan memberikan arah 

penting dalam masa perkembangan Individual, khususnya dalam 

perkembangan sikap dan perilaku. Istilah pembinaan menurut etimologi 

berasal dari kata dasar “bina”, yang berasal dari bahasa arab “bana” yang 

berarti membina, membangun, mendirikan, dan mendapat awalan pe dan 

akhiran an sehingga menjadi kata pembinaan yang mempunyai arti usaha, 

tindakan, dan kegiatan.
26

  

Menurut para ahli pembinaan mempunyai arti yang berbeda-beda.  

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pembinaan merupakan suatu 

kegiatan yang dilakukan secara efektif untuk memperoleh hasil yang lebih 

                                                 
24

 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat 

Bahasa, 2008), h. 1197 
25

 M Arifin, Hubungan Timbal Balik Pendidikan Agama, (Jakarta: Bulan Bintang, 2008), 

h. 30 
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baik serta mempertahankan dan meyempurnakan apa yang telah ada yang 

sesuai dengan yang diharapkan.
27

 Pendapat serupa juga disampaikan oleh A. 

Mangunhardjana bahwa istilah pembinaan juga dapat diartikan sebagai 

suatu proses belajar dengan melepaskan hal-hal yang sudah dimiliki dan 

mempelajari hal-hal baru yang belum dimiliki, dengan tujuan membantu 

orang yang menjalaninya untuk membetulkan dan mengembangkan 

pengetahuan dan kecakapan yang sudah ada serta mendapatkan pengetahuan 

dan kecakapan baru untuk mencapai tujuan hidup dan kerja yang sedang 

dijalani secara efektif.
28

 

Pola pembinaan pada dasarnya diciptakan untuk menjalin hubungan 

sehari- hari dengan individual. Pola pembinaan disertai tindakan dari 

lembaga atau pengasuh untuk membentuk siswa. Pola pembinaan merupakan 

cara atau teknik yang dipakai oleh lembaga atau pengasuh di dalam mendidik 

dan membimbing siswa agar kelak menjadi orang yang berguna. Menurut Ibnu 

Maskawaih di dalam bukunya sudarsono berpendapat bahwa pembinaan 

akhlak dititik beratkan kepada pembentukan mental anak atau remaja agar 

tidak mengalami penyimpangan.
29

 Pola pembinaan juga merupakan suatu 

peran orang tua, cara orang tua menjalankan peranan yang penting bagi 

perkembangan anak selanjutnya, dengan memberi bimbingan dan pengalaman 

serta memberikan pengawasan agar anak dapat menghadapi kehidupan yang 

akan datang dengan sukses, sebab di dalam keluarga yang merupakan 
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kelompok sosial dalam kehidupan individu, anak akan belajar dan menyatakan 

dirinya sebagai manusia sosial dalam hubungan dan interaksi dengan 

kelompok. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pembinaan merupakan 

suatu tindakan dan kegiatan yang berfungsi untuk mempertahankan dan 

mengembangkan potensi yang ada pada diri siswa tersebut sehingga mereka 

bisa berperilaku lebih baik lagi. Menurut beberapa ahli : 

Menurut Mitha Thoha Pembinaan adalah Suatu tindakan, proses, hasil, 

atau pernyataan yang lebih baik. Dalam hal ini menunjukkan adanya 

kemajuan, peningkatan pertumbuhan, evolusi atas berbagai kemungkinan, 

berkembang atau peningkatan atas sesuatu. Ada dua unsur dari definisi 

pembinaan yaitu: 

1. pembinaan itu bisa berupa suatu tindakan, proses, atau pernyataan tujuan, 

dan; 

2. Pembinaan bisa menunjukan kepada perbaikan atas sesuatu. 

Menurut Poerwadarmita Pembinaan adalah suatu usaha, tindakan dan 

kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna berhasil guna untuk memperoleh 

hasil yang lebih baik.
30

 

Secara umum pembinaan disebut sebagai sebuah perbaikan terhadap 

pola kehidupan yang direncanakan. Setiap manusia memiliki tujuan hidup 

tertentu dan ia memiliki keinginan untuk mewujudkan tujuan tersebut. Apabila 

tujuan hidup tersebut tidak tercapai maka manusia akan berusaha untuk 

menata ulang pola kehidupannya. 
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Pengertian Pembinaan Menurut Psikologi Pembinaan dapat diartikan 

sebagai upaya memelihara dan membawa suatu keadaan yang seharusnya 

terjadi atau menjaga keadaan sebagaimana seharusnya. Dalam manajemen 

pendidikan luar sekolah, pembinaan dilakukan dengan maksud agar kegiatan 

atau program yang sedang dilaksanakan selalu sesuai dengan rencana atau 

tidak menyimpang dari hal yang telah direncanakan. Secara konseptual, 

pembinaan atau pemberkuasaan (empowerment), berasal dari kata ’power’ 

(kekuasaan atau keberdayaan). Karenanya, ide utama pembinaan bersentuhan 

dengan konsep mengenai kekuasaan. Kekuasaan seringkali dikaitkan dan 

dihubungkan dengan kemampuan individu untuk membuat individu 

melakukan apa yang diinginkan, terlepas dari keinginan dan minat mereka. 

 Pembinaan secara etimologi berasal dari kata bina. Pembinaan adalah 

proses, pembuatan, cara pembinaan, pembaharuan, usaha dan tindakan atau 

kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan baik. 

Dalam pelaksanaan konsep pembinaan hendaknya didasarkan pada hal bersifat 

efektif dan pragmatis dalam arti dapat memberikan pemecahan persoalan yang 

dihadapi dengan sebaik- baiknya, dan pragmatis dalam arti mendasarkan 

fakta-fakta yang ada sesuai dengan kenyataan sehingga bermanfaat karena 

dapat diterapkan dalam praktek. 

Pembinaan menurut Masdar Helmi adalah segala hal usaha, ikhtiar dan 

kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan dan pengorganisasian serta 

pengendalian segala sesuatu secara teratur dan terarah. Ketidak tercapaian apa 

yang diharapkan akan sangat mempengaruhi kondisi seseorang tersebut baik 
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secara psikis maupun mental. Di sini peran pembinaan ini sangat diperlukan 

guna me-refresh kondisi prsikis dan mental seseorang agar kembali agar tidak 

mengalami depresi, dan hal ini sangat membantu agar apa yang direncanakan 

tadi dapat tercapai. 
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BAB III  

METODOLOGI PENELITIAN 

Kata metode penelitian berasal dari bahasa Yunani, yaitu methodos yang 

artinya cara atau menuju suatu jalan. Istilah metode penelitian terdiri dari dua 

kata, yaitu kata metode dan kata penelitian. Metode merupakan kegiatan ilmiah 

yang berkaitan dengan suatu cara kerja (sistematis) untuk memahami suatu subjek 

atau objek penelitian, sebagai upaya untuk menentukan jawaban yang dapat 

dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahannya. Adapun 

pengertian penelitian adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data yang 

dilakukan secarah ilmiah, baik bersifat kuantitatif maupun kualitatif, 

eksperimental maupun non-eksperimental, interaktif maupun non-interaktif.
31

 

Dari pengertian diatas kita dapat mengetahui bahwa metode penelitian 

adalah suatu cara untuk memecahkan masalah ataupun cara mengembangkan ilmu 

pengetahuan dengan menggunakan metode penelitian.
32

 

A. Jenis dan Sifat Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Hukum sosiologis 

yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengadakan identifikasi hukum dan 

bagaimana efektivitas hukum ini berlaku dalam masyarakat.
33

 Sifat penelitian 

ini adalah Deskriftif, yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara 

tepat sifat suatu individu, keadaan gejala suatu   kelompok tertentu, untuk 

menemukan penyebaran suatu gejala lain dalam masyarakat.
34

 

                                                 
31

 Jonaedi Efendi dkk, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, (Jakarta: 

Prenada Media Group, 2018), hlm. 2. 
32

 Ibid, hlm. 3. 
33

 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Rajawali Pers, 1982), hlm. 

51. 
34

 Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Rajawali 

Pers, 2010), hlm. 25. 
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B. Lokasi Penelitian 

Sesuai permasalahan yang ditemukan, penelitian ini dilakukan di 

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata di Daerah Kota pekanbaru. Adapun alasan 

penulis menetapkan lokasi tersebut sebagai lokasi penelitian penulis ialah 

karena adanya masalah mengenai tidak terlaksananya Peraturan Menteri 

Pariwisata Nomor 11 tahun 2019 tentang Standar Usaha SPA. 

 

C. Subjek dan Objek Penelitian 

Subjek penelitian adalah sesuatu yang diteliti baik orang, benda, 

ataupun lembaga (organisasi).
35

 Adapun subjek dalam penelitian ini adalah 

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru. Objek penelitian adalah 

hal yang menjadi sasaran penelitian.
36

 Disebut juga dengan pokok persoalan 

yang hendak diteleliti untuk mendapatkan data yang lebih terarah. Adapun 

objek dalam penulisan ini ialah Peran Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota 

Pekanbaru Dalam Pembinaan Pariwisata  Solus Peaqua (Spa) Menurut 

Peraturan Menteri Pariwisatanomor 11 Tahun 2019 

 

D. Populasi dan Sampel Penelitian 

Populasi adalah keseluruhan dari objek yang akan diteliti. Populasi 

merupakan sumber informasi dalam suatu penelitian. Populasi dapat berupa 

himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu atau 

tempat dari ciri dan sifat yang sama.
37

 Teknik pengambilan sampel yang 

digunakan adalah purposive sampling yaitu teknik pengambilan sampel 

                                                 
35

 http://www.academia.edu/25848592/Subjek_Dan_Objek_Penelitian, diakses pada 

tanggal 08 Desember 2020, pukul 23.44 
36

 Ibid. 
37

 Bambang Sunggono, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 118. 

http://www.academia.edu/25848592/Subjek_Dan_Objek_Penelitian
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dengan menentukan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian agar 

dapat menjawab penelitian ini. 

1. Kepala Seksi Pengembangan Kawasan Pariwisata Dinas Kebudayaan dan 

Pariwisata Kota Pekanbaru 

2. Wisatawan Solus Per Aqua 

Tabel 3.1 

Populasi dan Sampel 

No Jenis populasi Populasi Sampel Persentasi Keterangan 

1 Pemilik Solus Per 

Aqua (SPA) 

51 26 50,98 % Wawancara 

2 Konsumen Pariwisata 10 10 100% wawancara 

Jumlah 51 26   

 
 

E. Jenis dan Sumber Data 

Data adalah semua keterangan seseorang yang dijadikan reponden 

maupun yang berasal dari dokumen-dokumen baik dalam bentuk statistik atau 

dalam bentuk lainnya guna keperluan penelitian yang dimaksud. Jenis dan 

sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini bersumber dari lapangan 

dan literatur, meliput :
38 

1. Data Primer 

Pengambilan data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari 

tempat penelitian yang bersumber dari hasil penelitian di lapangan baik 

dengan wawancara, observasi guna memperoleh data yang berhubungan 

dengan permasalahan yang teliti. 

2. Data Sekunder 

Yaitu data yang diperoleh dari dokumen resmi, buku-buku yang 

berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk 

                                                 
38

 Ali zainudin, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Sinar Grafik, 2014) hlm. 112 
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laporan skripsi, thesis, disertasi, makalah, peraturan perundang-undangan 

dan lainnya. 

 

F. Metode Pengumpulan Data 

1. Observasi, penelitian mengumpulkan data melalui pengamatan langsung 

ditempat penelitian, hasil dari pengamatan tersebut peneliti gunakan 

sebagai tambahan data informasi dalam penelitian. 

2. Wawancara, salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 

berhadapan secara langsung dengan yang di wawancarai.
39

 Dalam hal ini 

peneliti akan mewawancarai Kasi Pengembangan Kawasan Pariwisata 

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Pekanbaru, wisatawan dan 

pengusaha. 

3. Studi Kepustakaan, yaitu penulis mengumpulkan sumber dari buku-buku 

referensi yang berkaitan dengan masalah penulisan yang akan diteliti 

diantaranya buku, jurnal, dan lain-lain untuk dapat melengkapi data dalam 

penelitian ini 

G. Teknik Analisis Data 

Metode analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah metode 

analisis kualitatif, yaitu apa yang dinyatakan responden secara tertulis maupun 

secara lisan dicatat berdasarkan fakta yang ada di lapangan, serta menganalisa 

data tersebut yang kemudian diambil kesimpulan dari hal-hal yang bersifat 

umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.
40
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 Juliansyah Noor, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 138 
40

 Soerjono soekanto, Penganar Penelitian Hukum, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 

1984), hlm. 252 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

1. Peranan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Terhadap Pembinaan 

Pariwisata Solus Per Aqua (Spa) Dikota Pekabaru Menurut Peraturan 

Menteri Pariwisata Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Standar Usaha Spa 

masih belum terlaksana dengan baik karena masih adanya peran dalam 

bidang sosialisasi dan bimbingan teknis penerapan standar usaha spa yang 

berlum berjalan dengan lancar. 

2. Faktor yang mempengaruhi Peranan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 

Terhadap Pembinaan Pariwisata Solus Per Aqua (Spa) Dikota Pekabaru 

Menurut Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 11 Tahun 2019 Tentang 

Standar Usaha Spa yaitu karena keadaan dimasa pandemi covid-19 yang 

harus membuat para pengusaha, pemerintah, dan masyarakat yang harus 

menyesuaikan denga gaya hidup baru di masa pandemi covid-19. 

Anggaran yang dibatasi di masa pandemi covid-19 juga menjadi salah satu 

faktor penghambat di masa sekarang ini. Ditambah dengan kurangnya 

peran masyarakat dalam melaporkan pelanggaran yang terjadi di usaha spa 

dan kurangnya peraturan daerah yang mengatur teknis SPA secara detail 

terkhusus nya untuk daerah pekanbaru. 

 

 

 



62 

 

 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas, penulis memberikan saran sebagai 

berikut ; 

1. Untuk pemerintah dalam hal ini Dinas Kebudayaan dan pariwistaa Kota 

Pekanbaru diharapkan lebih tegas dalam melaksanakan peraturan 

pemerintah nomor 11 tahun 2019 tentang Standar usaha SPA baik dalam 

melakukan pengawasan atau pemantauan, pembinaan terhadap pengelola 

SPA dan penertiban terhadap pengelola yang masih melakukan 

pelanggaran. 

2. Untuk pemerintah dalam hal ini DPR RI dan pihak yang terkait dan 

berwewenang untuk dapat menambah anggran sebagai salah satu solusi 

untuk mengatasi permasalah diatas terhadap anggaran. Untuk pemerintah 

dalam hal ini DPRD kota pekanbaru untuk merancang peraturan daerah 

terkait standar usaha yang menjelaskan detail-detail teknis tentang standar 

usaha SPA untuk mengatasi permasalahan di atas terkait peraturan daerah. 

Untuk masyarakat ikut berperan penting untuk membantu mengawasi 

pelanggaran yang terjadi di usaha spa dan segera melaporkannya kepada 

dinas kebudayaan dan pariwisata kota pekanbaru dan dinas dinas 

terkait. Dan untuk seluruh masyarakat indonesia untuk turut membantu 

pemerintah dalam mengurangi penyebaran virus covid-19 dengan cara 

mematuhi peraturan pemerintah dan selalu menjaga kesehatan dan menaati 

protokol kesehatan. Kita semua berharap semoga covid-19 secepat nya 

berakhir dan perekonomiaan dapat bangkit. 
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